
BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, ketentuan mengenai Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah berlaku sejak
tanggal 1 Januari 2013;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
Pasal 105 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu
merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Belitung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten
Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur 2007 Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 93), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 2);

19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011
Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 21 )
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:
a. Pejabat dan Pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa
dan kecamatan, Kepala Desa dan Camat, dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal Pemerintah Daerah
belum memberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

2. ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :



(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap
bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak
Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
a. dibawah Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), paling

tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
b. Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan

Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah)
paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang
melekat;

c. diatas Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar
rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000 (tujuh triliun
lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat;

d. diatas Rp. 7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat.

(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d
ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif
yang ditetapkan untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa
lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan
Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Juni 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005




